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Abstrak 
Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis 
sebagai successor suatu bangsa. Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang 
pelaku tindak pidana, Negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelak 
tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap 
tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses 
yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku 
tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversi yang bertujuan 
untuk melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perundang-
undangan terkait anak. Dalam hal ini Polres Tegal berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang 
terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi yang bertujuan untuk 
melancarkan pelaksanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan anak yang 
menjadi acuan keberhasilan bagi Polres Tegal di masa datang dalam menangani kasus anak sebagai 
pelaku tindak pidana. 
Keywords: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 
Abstract 
Children are an asset of the nation, as part of the young generation of children plays a very strategic 
role as a successor of a nation. However, when the child is dealing with the law as a criminal offender, 
the State must enforce special law enforcement for child prostitution through law enforcement 
agencies in Indonesia. The implementation of law enforcement on child crime as perpetrator in the 
criminal justice system where the child becomes two processes that is in the process of justice and 
outside the judicial process which in the case of children as perpetrators of criminal acts, preferably to 
go beyond the process of judiciary called diversi which aims to protect the rights of children already 
laid down in the 1945 constitution of the Indonesian republic and the legislation relating to children. in 
this case Tegal Police try to overcome obstacles that happened both external and internal obstacle 
with various solution which aim to launch balanced implementation between law enforcement and 
child protection as a reference for the future success of Tegal Polres in handling child cases as 
perpetrators of crime. 
Keywords: Law Enforcement, Criminal Actors, Child Criminal Justice System. 
 
PENDAHULUAN   
Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan 
kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara 
hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain 
(korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap 
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kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum 
belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak 
terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi 
muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak 
adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari  oleh masyarakat 
Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai 
makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.1 
Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap 
mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan 
sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan 
kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan 
Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan 
terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan 
diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.2 
Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya,terlebih dahulu 
anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-
anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh 
karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan 
pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas 
hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. 
Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan 
perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak 
nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat 
dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan 
kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, 
Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang 
perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang 
melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. 
Berkaitan dengan penahanan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya 
untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan adanya kesepakatan 
bersama dalam penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat 
                                                          
1
 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal 
Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24. 
2
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
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Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta 
Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.3 
Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika 
seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan 
bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat 
berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar 
menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut 
adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim 
anak sebagai wujud penegakan hukum.4 
Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau 
hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari 
petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas 
kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. 
Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan 
laporan dari petugas kemasyarakatan melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari 
keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya. Dalam 
penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk 
mempertimbangkan analisa putusannya di antaranya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang 
dilakukan baik oleh pembimbing kemasyarakatan dari Departemen kehakiman (sekarang 
Depkumham), pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari ORSOSMAS (organisasi sosial 
kemasyarakatan). 
Penelitian kemasyarakatan ditujukan agar hakim berpikir lebih lanjut untuk tumbuh kembang 
anak namun kenyataannya banyak putusan hakim keluar dari asas perlindungan untuk anak dalam 
penjatuhan putusannya. Sistem pemasyarakatan memuat 2 (dua) lembaga, di samping Lembaga 
Pemasyarakatan(LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini tidak sama 
fungsinya,pada lembaga pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga 
binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan. Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi para penegak hukum dalam mendorong 
penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana sistem 
peradilan anak bisa diterapkan secara maksimal. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
 Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata straf ini dan istilah 
“dihukum” yang berasal dari perkataan wordt gestraft, adalah merupakan istilah konvensional. 
Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, 
yaitu “pidana” untuk menggantikan kata wordt gestraft. Jika straf diartikan “hukuman” maka 
strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno 
bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman 
adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab 
                                                          
3
 Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. 
4
 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.5 
 Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan 
unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk 
membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah 
sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum. 6  Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah 
Thejuvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang 
tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga 
pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.7 
 Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu 
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun 
untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan 
khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang 
harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim 
melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan kepadanya. 
 Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu 
biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili 
harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. 
Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaanya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat 
khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang 
peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, 
bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan 
bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.8 
 Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan 
pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses 
penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada 
kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan 
kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil 
tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak 
pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak 
pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara 
penanganannya. 
 Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang 
pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat 
dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan 
terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep 
kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya 
memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak 
                                                          
5
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm 22. 
6
 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta 
Publishing, 2011, hlm 35. 
7
  M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43. 
8
 Hasil Wawancara dengan, 
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dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.9 
 Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan 
hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system). Menurut 
Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan 
menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:10 
1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik); 
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum); 
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);  
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi). 
 Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan 
kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam 
KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP. 
 Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus 
mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan 
tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. 
Dimana dalam UU ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara 
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.  Adapun diversi sebagai langkah musyawarah 
bersama dalam hal ini dari pihak pelaku maupun korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap 
proses peradilan. 
Hambatan yang Dihadapi Polres Kabupaten Tegal Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 
Anak Sebagai Pelaku 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan 
sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan 
hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak 
negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan 
yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas 
penegakan hukum.  
Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan 
memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari 
stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk 
melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi 
adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan 
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. 
Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) 
pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem 
peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasyarakatan), 
                                                          
9
 Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di 
Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 12. 
10
 Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 20. 
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diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti 
penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan 
oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. 
Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan 
penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) 
ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian 
dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk 
diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat 
faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaanya dalam sistem peradilan pidana anak 
Indonesia saat ini. Polres Tegal sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami 
hambatan-hambatan tersendiri yaitu:11 
a) Hambatan Internal 
1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di 
antara aparat penegak hukum; 
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial 
anak); 
3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara 
aparat penegak hukum; 
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) 
masih tersendat karena kendala ego sektoral; 
5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak 
berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak; 
b) Hambatan Eksternal 
1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga; 
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi; 
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi; 
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana. 
Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan 
merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan 
hukum. Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya Polres Tegal beberapa hambatan, 
yakni hambatan internal dan eksternal. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan 
Kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk 
kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara. 
Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pada 
Masa Depan Bagi Polres Tegal 
Dalam hal ini, khususnya Polres Tegal berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah 
tumbuhnya anak menjadi lebih kriminal ketika beranjak dewasa. Dari hambatan-hambatan yang 
terjadi, upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Polres Tegal dalam 
Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku. 
Upaya-upaya yang dilakukan Polres Tegal dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain: 
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1) Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan 
perkara anak. 
2) Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya 
3) Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat 
4) Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi 
Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia 
yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu 
dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak 
untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan 
generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversi dalam 
sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur 
melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Dari latar belakang penelitian bahwa dalam hal pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana 
anak sebagai pelaku, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum adalah proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses persidangan 
dimana ketiganya terhadap penegakan hukum terhadap anak harus diutamakan untuk dilaksanakan 
pada proses diluar peradilan pidana anak yaitu Diversi. Adapun Polres Tegal dalam mengatasi 
hambatan internal dan eksternal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai 
pelaku 
yaitu menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan 
perkara anak, menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, 
mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat, serta membuat kesepakatan 
mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. 
Saran 
 Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau 
penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin 
perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Agar suatu peraturan perundang-
undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu 
peraturan itu sendiri dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundang-
undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu dimana kemungkinan lainnya yang dapat terjadi 
adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau 
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta mentalitas petugas yang menerapkan 
hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat, pembela 
hukum harus memiliki mentalitas yang baik dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-
undangan. 
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